
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 17 TAHUN2012

TENTANG
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEXANBARU,

Menimbang a P{y, dengan berlakunya Undang_Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang pajak Daerah au"" n.i.iUi,J daerah, makaPeraturan Daerah Nomor_ 4 Tahun 2OO; 
-;;,.,;.rg 

RetribusjPemeriksaan Alar pemadam X.U"t*"i p".f" dilakukanpenyesuaian;

bahwa dengan berlakunya Undang_Unclang Nomor 2g Tahun2009 tentang pajak Daerah a^" n&.iUr"I'ii".*f,, maka perlumenetapkan peraturan Daerah Xota pekanbi.i' yrrrg 
"."ruldengan maksud undang-,undang ,"...uri,"fuig _..rprt rnsalah saru sumber p.nciaparan" D";;;;"',gLrr, nl.rnuiryolpclaksanaan pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan nertimbangan scbagaimana dimaksucldalam huruf a dan b ai^tu", fr..i.r";;";,r;., peraturan
Daerah Kota pekanbaru tentang Retribusi pemeriksaan AlatPemadam Kebakaran;

Undang-U_ndang Republik Indonesia Nomor g Tah un I 9.56tentang Pembentukan Daerah Otonom Xota fecit aatamLingkungan Daerah propinsi Sumatera f."g"}r (LembararrNegara Republik Indonesia Tahun t9S6 Norno.'f O1 ,
Undang-U_ndang Republik Indonesia Nomor g Tahun 19g1tentang Hukum Acara. prriana (Lembaran- Ne-gara RepublikIndonesia Tahun 1981 . Nomor ZO, ir_U"frln LembaranNegara Republik Indonesia Nomor Szbsil"'"*"
Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2OO2 tentangBangunan cedung (Lembaran N.gu.u- n.p.iirik IncronesiaTahtrn 2o02 Nomor 134, TambXhan ;;;;u.u, NegarirRe publik Indonesia Nomor 4242)
Undang-Uldang Repubiik indonesia Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintah Daerah 1f,e_Ua.ar, 

' 
fV".!u.u RebulikIndonesia Tahun 20o4 

.No-To. f is,-i"-n.f_rin LembaranNegara Republik Indonesia lvo_o. +J:ii'"Ji"ugri.unu,.rundiubah beberapa kali . terakhir a".,g;, 
"l,l"aang_Undang

Republik Indonesia No.Tol 12 r.?"" "iOos 
renrangPerubahan Kedua atas U"d."s_a"j;;;';\";;. 32 tahun2004 tentang pemerintahan Oaerah;

lr
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5. Undang_Undang llepublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004tentang perimbangan_ Keuangan ..,,a.u pa*.rintah pusatdan peme rinrahar.r 
-__Daerah 

" (L.;;;;; Negara RebulikIndonesia Tahun 2O04 Nomor iiq* r._n"fran LembaranNegara Republik Indonesia Norno. ++i8y']
6, Undang-U_ndang Republik Indonesia Nomor 2g.l,ahun 20O9tent€rng pajak Daerah dan R.t.ibusi 

--Oaerah 
(LembaranNegara Tahur-r 2OO9 N"-". iSO,-*Tambahan LembaranNegara Nomor 5049) ;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I2 tahun 20 I Itentan g peraturan. perundan g_ Urda.,gan 1f-._Ur.on fV.jr.,Republik Indonesia Tahun "201i-^l{-;;.. 
82, TambahanLembaran Negara Republik I"ao.r""io'fVorn or 5234) ;8. Peraturan pemerinta-h 

- 
Nomor 2Z Tahun l9g3 tentan€{Pelaksanaan Kitab Undang_Undang H;1"_ Acara pidana(Lembaran Negara Tahun" rS8,'N..;;. 36, TambahanLembaran Negara Nomor 325g) ;

9. Pcrerturan pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentangIrcngclolaan l{cuarrgan_Daerah fl._t"."" Negara RepublikIndonesia Tahun 2b05 
. 
Nomor ' i+0,-- ir-U"han LembaranNegara Republik Indonesia Nomor +SiSi; 

"
10. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 rentangPedoman pembinaan- dan p.rgu.r"lr" penyelenggaraan

Penrerintah Daerah (Lembarar.r N;;";;R.prblik jnclonesier'lahun 2005 Norn<rr 165, famna'fran Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);
1 1. Peraturan pemerintah Nomor 3g Tahun 2OO7 tentangPembagian Urusan _ pemerintahan 

".ri".u 
pemerintah,

Pemerintahan Daerah .propinsi a"" p.-..irrtahan DaerahKa,bupaten/Kota (Lembanan lV.gu.u nepuUlif< IndonesiaTahun 2OO7 Nomor g2, Tamirahan L,._Uu.rn NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737) ;

I2. Per.tturan pe rnerintah Nontor 4l Tahun ,2OOZ tentaltgOrganisasi perangkat Daerah t_"rnUo.arr-'N.gara RepublikIndonesia Tahun 2007. Nomor SA,- i]_Uufrun Lembarar_rNegara I?epublik Indonesia Nomor +Z+ i1l"-
13. Peraturan pemerinrah Nomor 69 Tahun 2010 tentang TataCara pemberian dan pemanfaatan 

f ""."iif i.-"ngutarl paJakDaerah dan Retribu^si 
^Daerah (L.;"-;;;; Negara RepubtikIndonesia Tahun 201O lvorno.'-iJS,*^,1'rnb"r,u,_, lembarnnnegara Republik Indonesia Nomor 5l6i);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006Tentang pedoman. pengelJlaan --^i.r"rgu., 
Daerahsebagaimana telah diubah a?"go., e...tr".f., ,.rr,..i ,ur._Negeri Nomor 59 Tahun 2OOT;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54tentans Tara Naskah Dinas" Diil;;.;"gu,
Dae rah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53te n tan g pe mbeu tuka n prod u k ff""f."_ 
-n."...il 

;

Tahun 2009
Pemerintal.r

Tahun 2Oi 1

l



t7 Kcputusan Mcnteri Dalam Negeri Republik lnclonesia Nomor\74 'lahun l9g7 tclttang pecloman Dan Tata CaraPe mLlngut.ln Rctribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor175 Tahun lgg7 tentang pedoman Dan Tata CaraPemungutan Retribusi Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor43 Tarrun I999 tentang siste m dan p.o"Lar. AdministrasiPajak Daerah, Retribusibaerah dan p."".i_rur, pendapatan
Lain-lain ;

20. Keputusan Menteri pekerjaan Umum Republik IndonesiaNomor 441 tahun _ 2OO0 ,..,,r.,g K'Jtentuan TeknisPenanggulangan Kebakaran pada Gedu-ng ;--
21. Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor l7 Tahun 2OOgtentang perubahan peraturan Dacrah Kota pekanbaru N<,mo.8 Tahun 200g tentang pembentukan Sr"u.un Organisasidan Tata Kerja Dinas binas Dilingk.,.rgu.r'-e._.r.intah KotaPekan baru;

l8

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALIKOTA PEKANBARU

Me ne tapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSIPEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Daerah Kota pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota pekanbaru.
t+. Dcu',n Pe^.r,.kiran Rak-vat Dacr,h acrarah Dewa' pr:rwakilan Rakyat DaerahKotir Pckan baru.

5. Dinas adalah Dinas Teknis yang ditunjuk.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang ditunjuk.
7 Pejabat.adalah Pegawai y_ang diberi tugas tertentu clibidang Retribusi Daerahsesuai dengan peraturan perundang-uniangan yang berlaku.
S Pejabat yang ditunjuk ada-lah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yangditunjuk oleh Kepala Daerah.

-)



!1.

l0
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Kas adalah Kas Daerah Kota pekanbarll.
Peraturan Daerah adalah peraturern Daerah Kota pekanbaru
.Jaser adalah kegiatar
serta Iasilitas atau
Pribadi arau Badan.

12

n Pemerintah Kota pekanbaru berllpa usaha dan pelayanankemanfaatan lainnya yang dapai ainit<mati oteh Orang

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutanscbagai pembayaran atas jisa -atau 
pcmbe.la, iri,., lerrentu yangdisediakan atau diberikan oleh pemeiintah- Kota untuk kepentinganPribadi atau Badan.

daerah
kh u sus

O r:,r ng

l3' Retribusi jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang ciisediakan atau diberikanoleh Pemerintah Kota,d5ngan tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan.
I4 Rctribusi pe meriksaan AIat pemaciam Kt-.b^karan adalah Retribusi atas jasapemeriksaa. atau p<:ngujia, alat pemacia.., kebakaratr dan sejenis,ya yangkhusus disediakan dan diberikan of"n p._.i.i.rtah Kota.
15 Masa Retribusi adalah 1(satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajibRetribusi dalam memanlaatkan .1""u p._J.i.,tah Kota.
lir

t7

wajib Retribusi adarah orang pribadi atau Bacran vang menurut pcraturanperundang-undangan retribusi cliw'ajibka. untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
Masa Retribusi adarah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas w.ktubagi wajib Retribusi untuk membay.. t.*4iu.., pertahun/ perbulan / perhari.
Racun Api adalah zat atau bahan pemadam api yang tersimpan daram tabungbesi dan sejenisnya yang dapat digtinakan s.rrrgai alat pemadam Kebakaran.

18

l9 Hydrant acralah p:-p3 air yang dipergunakan riengan cara menyedot sumbcrair dan disr:mprorkan ke sumbei keLak'aran ar., -.ir.rr,;t ";;;. Nasionar.
20' Sprinkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara crir.riberdasarkan deteksi asapatau api dalam Bangurian ,,r" g.J"rg serta bekerjasecara otomatis dengan menyemprotkan cairan.-yang U..i"i?i.. 

-'.
2I sprinkler otomatis acralah suatu sistem pemancar air yang bekerja secaraOtomatis bila mana temperatur ruangan mencapar suhu tertentu.'- 22 Smoke Detektor adalah alat untuk medeteksi adanya suatu kebakaran.

pendeteksi dan pencegah kebakaran secara clini
atau api dalam Bangunan atau Gedung yang bekerja
nyemprotkan gas dan air saat terjadi keb;ka;an.

23. Break Glas adalah alat
berdasarkan diteksi asap
secara manLlal dengan me

24

25. Lampu Indikator adalah suatu ala

2(r. Siamisc Conection adala h
dengan selang kebakaran
kebakaran.

menghubungkan antara
untuk penyeprotan saat

Alaram adalah suatu arat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat
T',al y11g mencakup alarm kebakaran manual dan atau alaram KebakaranOtomatik.

kebakaran yang menunjukkan
te rjarlir-rya ke bakaran.

t yang mengeluarkan cahaya saat terjadinya
kearah mana seseorang melangkr"f, 

"*,
suatu alat yang
dan digunakan

Hid rat
terjad i

Kenderaan Bermotor Umum adarah Kenderaan bermotor roda empat atau rebihseperti Angkutan Mobil.fglymnanS U-um, Mobil Bus Umum, Mobil Buslilrusrrs, Mobil pick Up, Mobil i..,& U_r_ cian Tidak Umum, frlo[if]ur_,gf.iBBM/CPO/Gas dan Mobil Taxi yang aigrr,oi."rr'r.ruk usaha.

-l

27



28 Arat proteksi penanggurangan Kebakaran adarah sarana dan prasarana yangterpasang pada setiap bangunan arau gedung dr" ;;;";;;;n dari bangunanyang berfungsi unluk men;iga keselamran.,iu,.r, harta clan gcdung itur scn.iridar.i uncarnrr. l-;arhave kt,tal<ararr _ljr.:.li 
L.rarrnr . 

Box, Hydrant H,lami-rn,Sprir-rkrcr ' smoke Detektor, sr.rk cLss, A'aram, L.-po 
-l'rli.ator, 

Tangga
ffi:l::":*1i;"tu-ut aon 

"i' i uiut pendu kung p.otl*"i'p".,unggurangan

29 Surat setoran Retribusi Daerah selanjutnta disingkat sSRD adalah surat yang
::rffifii;",x.?i:;'['ixi.":::5,il't't'ut'a'r'p'-u,r,Lil",", p..,v.tt.u,,-
ditctapkai ulSh woriku,u pekanbaru. atau ketempat pembayaran lain .yang

30 surat Ketetapan..Retribusi Daerah yang seranj.tn.ya disingkat SKRD acrarahsurat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.3r' Surat Tagihan Rerribusi Daerah. yang. selanjutnya disingkat srRD, adarah
;:Uflf,, fllt *T t agi ha n .. t ii u,f i a o n 7,,,,' *,,Lli',"J,ii,, i 

",.,tir be ru pa

32' Surat Ketetapan- Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkzrtSKRDKB .0",n 
?II1l ,Iererapan yurg -1,_,"r.,,rlrn t."I..,y, ri.t.tur"i, jumlahkekurangan pembayaran pot ok .et.Tuusi, besarnya 

"a-i'"1"i.".i clan jumlahyang masih harus dibayar.
33' Surat Ketetapan 

.Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnyadisingkat SKRDKBT adarah su.at xei.trpan yang menentukan tambahan atasjumlah yang telah ditentukan. ------r

34' Dokumen Lain yang dipersamakan adalah bukti pembayaran y.ng clirakukanwaiib Rerribusi vang memuat besarnva tr.ii ..iii[""i,',i,r"]'.Jii,ousi , namapetugas/ pemungu[, nomor urLtt dan'norpc m c'r'in t ah rio ta pckan ba., z o r,""' p";[: ;:i,Iil- ;:lil, Sffi:*rasi 
/ reges

35 Pemcriksaan adarah sc"rangkaian kegiatan_ untuk mencari dan mengumpurkandarr mengelolu dlll TatJu keteraigun'ruinnyu ,n;; ;;;;;jt kepatuhanpemenuhan kew2jl[2;1 Retribusi dZr, .u.,ruI tu.luan rrir."irrr_ rangka
ffi::"-XX"u' 

n ke te n tua n Re tri bu si nae.a rr n".ar", ir.r1, p;;;.; ; pe run d an g-

36 Penyidikan tindak, picrana. dibidang Retribusi Daerah acralah serangkaiarr-\ tindakan yang dilakukan oleh e.rryiiit 
'e"g"wai.Negeri 

sipil yang selanjurnyadisebut penyidik untuk menca.r 
"..ir- -.rg,-,mpuikan outti v.rs lengan buktiitu membuat terans rindak pia.".-?i-[iEr"g ri."rt""i';i;;"h'rr"g rerjadiserta menemukan tersangkanya.

NAMA, OBJEK DAN SUBJEX RETRIBUSI

pasal 2
Dengan Nama Retribusi 

,pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran dipungut Retribusi
ilx: i::J.Tfl'1,::H, J,i:;-Jl:x' 

n r"i p'-' a J- Ke ba ka ra n, aru i'pl n?I gg, ru n g,,

BAB II

objek Retribusi adalah perayanan pemeriksaan dan/a.rau pengujian alat pemadamkebakaran, alat oenanggulangan ilu.*r.r.l"aln 
. 
rl."r p.ry:.tr-rrrn jiwa olehPemerinrah Daerah terrridap ;", ";;;;;]aum t.uur.u;r;;i;;.;;;.,ggrru.,gun

[i&il:l:; ?;; #:, f ";;i::i ;l*'";; #l i - i r * i J 
", i;;;;' ;":;il a ka n o, e,,

Pasal 3

j



pasal 4
Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau 8393, yang menggunakan/menikmatipelayananjasapemeriksianAlatPemadamKebakaran.

Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran
.Jas:t Umum. digolongkan sebagai Retribusi

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

BAB VI

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF nBtniu;bl
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran, dalam penetapan tarif Retribusi pemeriksaan AIatPemadam Kebakaran ditetapkan de.rgan memperhatikan biaya penyediaan jasapelayanan pemeriksaan atit pcmadiim kebal<erran, ke,,ampua,-r,masyarakat,aspek keaidilan, dan erektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Bia-ya sebagaimana 

, 
dimaksud 

- 
pada ayat ( i ) meliputi biaya operasi danpemeliharaan, biaya bunga, dan biava _odrt_

STRUKTUR DAN BESARI{YA TARIF RETRIBUSI
pasal g

(1) Struktur dan besarnya retribusi pemeriksaan Racun
bangunan dan ruang pertahun.

Api (ApAR) terhadap

Ukuran Tabun
racun a i ukuran l-2 k
racun a ruku ran 2,5-4 5K
racun api ukuran 5-9 K

i ukuran 9 Kg atau lebil'l
R . 20.000

racun a
(2) Struktur dan besarnya retribusi

Rp s0.O0O,-

-I:g{etoul 
u*lteetg!.1.

pemeriksaan Racun Api (ApAR) terhaclap

Ukuran
Tabung

Racun Api
yang

di kan

No Jenis Kendaraan Bermotor
Umum

Mobil Penumpang Umum
Mobil Bus Umum
Mobil Bus Khusus
Mobil Truck Umum
Mobil Truck Tidak Umum
Mobil Pick Upl Taxi
Mobil

Jumlah
Tabung

Besarnya Tarif
Retribusi

Pertabung/ KirL-

Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

1-2 Kg
1'2 Kg
1-2 Kg
1-2 Kg
7-2 Kg
1-z t\.g
59Kg

rTb
1Tb
1Tb
1Tb
1Tb
1Tb
2Tb

Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,

10.000,-
20.ooo,-
10.000,-
10.000,
50.000,-lc4s

Tarif/Tabun5
No

1
R . 12.000

2
3
1

Tangki/BBM/CpO/

(r

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume perayanan.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rp. 16.000,



Hydrant Box
Besarnya Tarif

Retribusi
Hydrant/ Titik

Luas Jumla
h Luas Jumla

h
Halaman

(Rpl
Gedung

(Rp)
1

2
3

1 s/d 6O0 m2
1 s/d 8OO m2
1 s/d 1OOO m2
Dst

1 titik
I titik
1 titik

1 titik
1 titik
1 titik

100.ooo
100.ooo
1()0.ooo

No Alat Proteksi Penanggulangan
Kebakaran

Tarif
(Rpl/Titik

1 jumlahsprinler4mxm Rp. 5.000.-
2 smoke detector Rp. 2.000,-
3 head detector Rp. 2.0O0,-

break glass Rp. 20.000,-
D Alarm Rp. 20.000,-
6 lampu indicator Rp. 20.000,-
7 seamase conectton Rp. 2O.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Pekanbaru tempat peiayanan
diberikan

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 1O

( 1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat
pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(sKRD).

(2) Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat
dilakukan melalui Kas Daerah Kota pekanbaru atau melalui Bendahara
Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah dan/atau Dinas pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota pekanbaru/pembantu Bendahara
Penerimaan unit Pelaksana Teknis Dinas (UprD) Dinas pendapatan Daerah
dan/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pekanbaru atau tempat lain yang ditunjuk oleh wali Kota yang selanjutnya
disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya I x 24 jam.

(3) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan
secara tertulis oleh wajib retribusi kepada wali Kota melalui Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dan/atau Dinas Pendapatan pengelolaan, Keuangan dan
Aset Daerah Kota Pekanbaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

7

(3) Struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Hydrant dan Gedung pertahun.

No

Hydrant Halaman

1 s/d 6OO m2
1 s/d 8OO m2
1 s/d 1OOO
a2
Dst

so.ooo
50.ooo
50.ooo

(4) struktur dan Besarnya Retribusi Pemeriksaan Alat proteksi penanggulangan
Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun.

4



(4) Permohonan sebagerimana dimerksud pzrda ayat (3) sekurang-kurangnya disertai
dengan lampiran :

a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga
yang berwenang; dan

b. besarnya retribusi yang tenltang.

1.'r) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dar-r/atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru dapat memberikan persetujuar-t
paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud
dengan ketentuan :

a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak
dikeluarkan persetujuan; dan

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak
dikeluarkan pc rse t uj ua n.

(6) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan/atau
Drnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
tidak membcri kcputusan permohonarn wajib retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal I 1

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah adalah
scbesar 2olo setiap bulan yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(l)
(2)

Pcrnungutan retribr-lsi ticlak daJ:at diLrorongkan.
Rctribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daeral-r
(SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
Pelaksanaan pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakarar-r
dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pckanbaru.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru memberikan laporar-i
pertanggung jawaban tentang rcalisasi pemungulan kepada Walikota dengarr
tcrnbusan Ke pala Pendapatan Daerah dan/ atau Dinas Pendapatar-r
Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbarll secara teratur setiap
sewaktu-waktu diminta.
Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh bendaharawan khusus penerima
yang ditunjuk Walikota atas usul Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

(3)

(4)

(s)

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi aciministratif berupa bunga sebesar 2ozt,

(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
ciibayar dan ditagih dengan menggunakan S1'RD.

(2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan surat teguran.
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(3) Surat togurern lainnya scbagaimana dimaksud pacla ayat
Wali Kota atau pcjabat l,ang ditur-rjuk.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan retribusi
peratllran Walikota.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

DAERAH YANG KADALIIWARSA

(1) dikeluarkan olch

ditetapkan dengan

Pasal 14
(i ) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setclah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangny.l Retribusi,
kccuali jika Wajib Rctribr-rsi rrelakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kaclalur,r,arsa penagihan Rctribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l )
tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau;
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurul a, kadaluwarser penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Sr-rrzrt
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai r-rtang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuarl LlLatlg Rctribusi sec:artr tidal< Iangsung sebagaimana dimaksud pzrdir
a],zrt (2) huruf b clapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penund:ran pcmbayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kaclaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Walikota menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah
kadaluu,arsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaiuwarsa diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGAI{AI{ DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribtrsi.

(2) Pcr-rgr-rrusan pengllrangan, kt:ringanan dan pembebasan retribusi sebagaimanar
dimaksud pada ayat (1) cliberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajilr
Re tribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oloh
Kepala Daerah.

BAB XIV
MASARETRIBUSI DAN SAAT

RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.



Pasal 18

Masa Retribusi terutang adaiah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 19

(l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bal-rasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(i) Keberatan harus diajukan dalam jangka vvaktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya.

(.1) Keerdaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suzrtu keadaan -yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengaduan keberatan tidak mcnunda ker.n'ajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 2O

(l ) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat
l(e beratan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan SLlral Kepr"ltusan Keberatan.

(l) lie tcnLuan sebagaimana din-raksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Walikota.

(3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(-1) Apabila .jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Wzllikotn tidak mernberi suatu keputusan, ke beratan yang diajukan tersel)ut
dianggap dikabulkan.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

(l) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pcmadam
Kebakaran, Instansi yang melaksanakan dapat diberikan insentif pcmungutan
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemb<:rian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalrri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral'r.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Pejabat Pegau,ai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
rvewenang khusus sebagai Pcnyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
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(2) Pen-yidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai Negeri
Siprl tertcntu di lingkunga, Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pcjabal
t'ang bcrwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan
Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

f. rreminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah dan Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kclancaran penyidikan tindak

pidana di bidzrng perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(41 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 23

( 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana dcndzr paling banyak 3 (tiga) kzrli .jun'rlah retribusi terutang yang tidak
at:r u kurang ba-yar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud
daerah

Pasal 24

dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaarr

]l

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA



Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan peraturan Daerah rni maka
pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dcng,r-r
kctcntLlan dalanl Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26
LIal-harl yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjar-rg teknis
pclaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikoti.

Pasel 27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Nomor 4 tahun
2005 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Dacrzrh ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota pekanbarll.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2012

Diundangkan di Pe
pada tanggal
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Drs. H. YU YAKUB M.Pd.
Pembi a Madya
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BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN


